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Abstrak
Dalam masyarakat, banyak kelompok yang rnemiliki prinsip bahwa sisrem bunga yang
dianut oleh perbankan merupakan pelanggaran terhadap syariat agama dan merupakan
rjba yang dalam hukum Islam merupakar p€rbuatan dosa. Perbankan berdasarkan prinsip
syariah sebenamya hanyalah bank-baDk yang mendasari produk-produknya dan
pelakanaannya kepada hlkjJrn lslam (Alqut'an dan As sm nah), datam opeftsioaztrya
perba:rkan b€rdasarkan prinsip syariah tetap mergadopsi pola pengoperasian dan
prosedur daribant konvensional selamahal rers€bul tidak b€rrenrangan dengan prinsip
prinsip syariah. Permasa:ahan dalam penelitian ini adatah: Baga;nanakah persanaan da.r
Perbedaan Kegiatan Badan tjsaha Perbankan Konvensionat dengan p€rbankan
berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Perbankan d' Indonesia?
Penelitian inim€nggunaksn m€rode Pendeknran YuridisNonmtit Data yang digunatan
yaitu data primer sekunder, dan rersier dan kemudian dianalisis ecjra kuatiralit
Hasil penelitia.n menunjukkan terdapat beb€mpa kesamaan antara bank konvensional
dan perbanlan berdasarkan prhsip syariah selain rerlelak pada fungsi dan tujua$yaj uga terdapat kesamaan terutama dalam sisiteknis penghimpunan dana, penyalurandana
dan jasa p€rbankan, mekanisme transfer, teknologi kompute{ yang digunakan, dan
persyaratan umum pembiayaan. Selain lerdapat kesamaan antrra bankkonvensional dan
perbankan berdasarkan prinsip syariah juga terdapar perbedaan m€ndasar di antara
keduanya: Bank konvensional (m€makai metode bnng , betfijt)an prcIt otiented,
hubungan dengan nasabah dalam benruk hubungan d ebit];J-UreAilJur, c cotot of noney
szprrt, tidak nrembedalGn investasi yang halal dan hamm, tidak memiliki dewan pengawas
syariah), sedangkan bank berdasarkan prins;p syariah berdasa*an arjin keuntungan/
de\gan hasil, proJit/hlah o/r'enle4 hubungan dengan nasabah seca.a kemitraan, zr€rs
of rcal funds, investasi pada bidane yang halat, dan sebagainya.
Kafa Kunci:  bank ,vdr iah. Junoni
I. PENDAHULUAN
Perkembangan dunia perbanlan di Indonesia sebelum tahun 1992 mumi
didominasi oleh bank-banl konvensional. Di manadalam enjalankan kegiatan
opeiasionalnya, perbarftan konvensional lebih mengandalkan pada simpanan atau
kredit berdasarkan "bunga". Dalam pelaksanaan sislem perbankan konvensional.
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sebagian umat Islam sedng kali menghadapi dilema: Apakah bunga bank itu haram,
alaukah alal.
Bagaimanapun juga harus diakui bahwa di dalam masyarakat banyak
kelompok yang merniliki prinsip bahwa sistem bunga yang dianut oleh perbankan
merupakan pelanggaran terlEdap syarial agarra dan merupakan riba yang dalam hukum
Islam merupakan perbuatan dosa.
Dalam operasionalnya keberadaan lembaga perbanJ<an pengaturaDnya
didasarkan pada Undang-Undang Nomor l0 Tahun 1998 tentang Perbankan yang
merupakan perubahan dan penambahan sebagian Pasal-Pasal dari Undalg-Undalg
Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan (selanjutnya disingkat dengan Undang-
Undang Perbankan) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat
untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip
Syarialq termasuk pemberian kesempahn kepada Bank Umum untuk membuka kantor
cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasrkal Prinsip Syariah.
Perbankan berdasrkan Primip Syariah perlu ditingkatkan untuk menampung
aspirasi dan kebutulan masya$lat yang menginginkan si stem perekonomiaa yang
berbasis nilai-nilai dan Prinsip Syariah (lslamic ecotlomic slstem) agar dapat
diterapkan dalan segenap kehidupan bisnis dan trarsaksi umat. Upaya pengembangan
perbankan syariah di Indonesia sebenamya bukan hanya merupakan konsekuensi
yrridis Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank lndonesia saj 4 akai
tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penyehatan sistem
perba-nkan konvensional yang bertuj uan meni ngkatkan daya tahan perekonomian
Nasional.
Perbankan berdasa*an prinsip syariah sebenamya hanyalah bark-bank yang
mendasari produk-produknya dan pelaksanaannya kepada huL-um lslam 1l/qrrr hr
dan As sun'nah), dalamoperasionalnya perbankan berdasarkan prinsip syariah tetap
mengadopsi pola pengoperasian dan prosedur dari bank konvensional selama hal
tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-pinsip syariah.
Beldasarkan uraian latar belakang di atas, yang menj adi permasalalnn dalam
penelitian ini adalah: Bagaimanaliah Persamaan dai Perbedaan Kegiatan Badan Usalu
Perbankan Konvensional dengan Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah dalam
Kegiatan Perbankan di Indonesia?
Adapun Iuang linghrp penelitian dari permasalahan di atas adalah: Persamaan
dan Perbedaan Kegiatan Badan Usaha Perbankan Konvensional dan Perbankan
berdasarkan Prinsip Syariah dalan Kegiatan Perbankan di Indonesia.
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II. METODf, PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis melalokan dengan menggunakan pendekatan
l.uridis normatifyaitu: pendekatan dengan c€ra menelaah kaidah-kaidah atau norna-
norma, atuan-aturan yang berhubunga.n dengan masalah yang akan dibalns.
Pendekata! tesebut dimaksudkan unhrk mengumpulkan berbagai macarn pemtut'an
Perundang-undangaq teori-teori, dan litemtur-litemtu yang erat hubungamla dengan
permasalalmn lang akan dibahas.
Data yang akan dipergunakan dalan penelitian ini meliputi data sekunder, juga
didukung dengan 3 (tiga) balun hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan huL-um tersier
Pengumpulan Data Sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi
kepustakaan (ibrary researcD. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yakni
dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud memuut kenyataan dari
hasil penelitian, sehingga benar-benar merupakanjawaban dari pokok masalah yang
ada dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat Der kalimat.
III. PEMBAHASAII
3.1. PersaEaan Kegiatan Badan Usaha P€rbrnkatr Konvensional dan
Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kegiatan PerbaDkrn di
Indonesia
Bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergemk dibidang
jasa keuangan. Dalam Pasal I angka (2) Undang-Undang Perbankan bahwa bank
sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkarmya kepada masyamkat dalam bentuk kedit dar/atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan tamfhidup |aryat banyak.
Terdapat beberapa persamaan antara Bank Konvensional dengan Bank
berdasarkan Prinsip Syariah yang terletak pada salah satu tujuannya yaitu dalam
mencari keuntungan dan pelayanan masyarakat dalam lalu lintas uang. Persamaan
lainnya adalah dalam persaingan antar bar*. Pada aldimya baik yang terbaik dalam
memberikan pelayanai yang akan rnemenangkan dalarn persainga[ Apalagi kalau
melihat kondisi perbankan di lndonesia, bahwa 80 o/o nasabah penyimpan dana
diperebutkan oleh 15 ribu bank-bank besar, sedangkan 20 7o pasar nasabah
penyimpan dana diperebutkan oleh lebih banyak lagi bank-bank ecil. Hal lers€but di
atas menggarnbarkan bahwa masyamkat lebih mengutamakan lembaga perbankan
yang dapat memberikan sebuah kenyamanan dan kemudaharL sehingga masyamkat
merasakan sebuah pelayanan yang terbaik dan memuaskan pada pihak lembaga
perbankan.
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Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perbankan fungsi utama perbankan
Indonesia dalah s€bagai penghimpun dana penyalur dana masyamkat. Dalam Pasal
4 Undang-Undang Perb@nkai! pe$ankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksaruan
pembanguan nasional dalarn rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan
ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan mkyat ba[yak.
Bank berdasarkan pdnsip syadah memiliki tuj uan meningka&an partisipasi
masyarakat erhadap lembaga perbankan dikarenakan sebagian masyarakat yarg
masih mempermasalahkan metode bunga. Dengan adanya metode bagi hasil
diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif terhadap masyarakat yang
mempermasalahkal t]au meragukan tentang metode bunga.
Perbandingan produk-produk edua bank dapat dilihat sebagai bedkut:
Trb€l  l .Komprrasi  Is t ihh- ls t i lah dal lm Oper!s io l rn lPerbank!n Syar iah
trodt ah ldd.lhananoh
2 . w ad t ah ro'1 .lhananah dan Dudhdrohdh
3 .




Sumber: Dara Princr yang Diolah, Tahu 200'7
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3.2. Perbedaan Kegiatan Badan Usaha Perbatrkatr Konvensional daD
Perbankrn Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kegiatan PerbankrD di
Indon€sia
Pe6edaan antam perbankan konvensional dan perbankan berdasa*an pinsip
syariah dapat dibedakan menjadi dua (2), yaitu perbedaan perbankan konvensional
dan perbankan berdasarkan primip syariah secara umum dan secara khusus.
3.2.1 Perbedaan Perbankan Konvensional dan Perbatrkan Berdasarka!
PriDsip Syariah Sec.ra Umum
Secala umum, perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah
daDat dilihat Dada tabel di bawah ini:
Tabel 2 PerMaan Bstrk KonveNional dan Batrk
No Bank Konvenrional Badk Swriah
Ivlemakai rErode hmsa B€rdasrkan rasin kerrntuEan
2. Ptotu & lddt qie en
3. Huhmgan dengan nasabah dalam
bentuft huhrsan debi r-lc€dit
Kemio-aan
Crcdor ofnone| suDDIy
5. Tidak nEmb€drkan in!€slasi )€ng
balal dan haram
Inlenasi tDn," pada bidang usaha yarE halal
6. Tidak memiliki De.*€n Pengawas
S!"riah
Opq'asional banrs sesuai dengan arahan Der€n
Sumber Dara Prirr€r )"ng Diolalr Talun 2007
Perbedaan ba* Syariah dengan bark konvensional dalam prahik pobankan
dapat dilihat lebihjelas ketika diterapkannya kebijakan uang ketat. Adapun yang
dimaksud dengan uang ketat adalah mengenai kebijakan Bank lndonesia untuk
mengendalikan terj adinya inflasi atau unn* mengendalikan agar uang yang beredar
dalam masyarakat tidak banyak. Perbedaan dalam percrapan kebijakan uang ketat
dapat dilihat berikut:
l. Bark konversional akn menaiklan tingkar suku bunga simpanan yang diikni
dengan suku bunga pinjamarmya. Kenaikkan ini dapat mengganggu
pertumbuhan ekonomi yangsekaligrs menggangguperturnbuhankessnpetan
kerja.
2. Pada bank syariah, f,enguftmgan uang yang beredar akan menekan laju inflasi
dan menurr*an biaya produksi pa<la investasi debitur s€hingga debitur akan
memperoleh tambahan keuntungan yang akan dihasilkan kepada nasabah
penyimpan dana untuk memperluas kesempaian kerja akan tetap teryelihaa
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Selain dilihat dari ketika diterapkarmya kebij akan uang ketat perbedaan antara
bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah dapat dilihat lebihjelas
tentang, perbedaan metode bagi hasil dengan metode bunga yang dapat diuraikan
s€basai berikut:
Tabel 3. Perbedaan Antam Bu datr Hasil
AUNCA BAGI I{ASIL
Penertuan bunga dibuat pada waktu
akad densan asurnsi harus s€lalu
untung
P€nentuan besamya msio/ nisbah b€gi
hasil dibut pada wal(u akad dengan
berp€dornan pada kemungkinan udung
rugi
b. B6amya p€rsentas€ berd"sarkan
b€samya jumlah uans (modal) yang
Beem)a msio bagi hasil berdasarkan
pada jumlah keuntunSan )ang diperoleh
Pembaymn bunga tetap s€perti yang
dijanjikan tanpa p€n;mbangm apakah
proyek yang dijalankan oleh pihak
nasabah untuna atau rusi
Bagi h6il bergantung pada keunnDgan
proyek yang akan dijalankan. Bila usaha
merugi, kerugian a.kan ditangeung
bersama oleh kedua belah Dihak
Jur ah p€mbayaran bunga tidak
meningkat sekalipun jumlah
keuntungan berlipat alau keadaan
€konomi sedanc'boo'nins'
Jumlah pembagian laba meningkal sesua'
pen inskatan jurnlah pendapatan
Ekisterui bunga diEglkan (kalau
tidak dik€cam) oleh s€mua agana,
Tidat ada yang memgukan keabsahan
bagi hasil
Sumber: Data Primer ya.ng Diolab Tahun 2007
Berdasarkan Pasal I angka (5) Peraturan Bank lndonesia Nomor 6/19/
PBV2004 tentang Penyisihan Penghapusan Aktifa ProduktifBagi Bark Perkeditan
Rakyat Syariah menj elaskatbahwa, mudharabai adalah perj anj ian antara BPRS
sebagai penyedia dana dengan asabah sebagai pengelola dana untuk melakukan
kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak
berdasa*an isbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung
penyedia dana kecuali kerugian akibat kesalahan yalg disengaj 4 kelalaiarL dai/atau
p€langga.ran kesepakatan yang dilakukan oleh pengelola dana.
SecaE teori, jika nasabah mengalami kerugian, bank akan menanggung
kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan, sedangakan pengusaha menanggung
kerugian tenag4 waktu, managerial skill, serta kehilangan ni sbah keuntungan bagi
hasil yang semestinya akan diperoleh. Namun secara praktik, masih sedikit bank-
bank berdasarkan prinsip syariah yang mampu dan mau menanggung seluruh kerugian
yang diderita oleh nasabah.
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l. PeoerapaD MetodeButrga
Bank konvensional dapat mempqoleh dana dari pihak lur, misalnya dari
nasabah yang berupa r€kenirg gjro, deposito n call, s€rtifikat deposito, dana transfer,
salErL dan obligasi. Sumber teE€but merupakan pendapatan bank lang paling besar.
Sumber pemasutan dala lainnya dari pihak luar ialah lembaga keuangan yang berupa
hedit likuiditas Bank Indonesia fasilitas diskonto, dan pasar uang antar bank (call
money). Pendapatanbank tersebut kemudian dialokasikan berdasarkan prioritas
kedalam pos-pos sebagai b€rikut:
a. Cadanganprimountukmem€nuhiketentuanlikuiditasminimurndanksperluan
operasi bar* sehari-hari.
b. Cadangan sekunder untuk memenuhi kebutuhan likuiditas berjangka waktu
kurang satu tahun sekaligus memperoleh laba
c. Penyaluran kredit unhrk mempercleh pendapatan
d. Investasi untuk mempercleh pendapatan dengan membeli salnm dan obligasi.
Pada saat bank konvensional menerima dana dad sumber-sumber
pendapatanny4 bankjuga harus menempatkan dana tersebut ke bentuk kredit untuk
memperoleh pendapatan bunga. Hampir 70 % usaha bank berupa kedit sehingga
swnber pendapatal utama bank bemsal dari penyalumn laedit dalam bentuk bung4
sedangkan sisanya dari pendapatan selain bunga. Dalam mengelola dana banl<
menghadapi r siko terhadap modalnya yang ditimbulkan oleh risiko kredit maupun
flulctuasi harg s$atberharg4 tingkat bung4 dan nilai valuta asing,
Karaktristik dari metode bunga yang membedakaffrya dengan pendapatan
yang melalui cara lainnla adalah sebagai berikut:
a. Jumlahpengembalian(pinjamanpokok+bunga)telahditetapkansebelumnya
(a predetermined ofrerrfr, jun ah ini tidak dikai&an dengan produktivitas debitur
yang aktual dan nyata.
b. Suku bunga telah ditetapkan sebelunnya (the predeterminedrate ofhtercst
disamakan bagi semua nasabah.
c. Penarikan predetermined rarc o//etur, secara hukum tetap dilakukan
meskipun debihf menderita kebangkrutan.
2. Penerapan Metode Bagi Hasil
Pada bank Islam, kepentingan asabah penyimpan dana, bank, dan debinu
dapat diharmonisasikan karena dengan metode bagi hasil, kepentingan pihak ketiga
tersebut pamllel, yaitu memperoleh imbalan bagi hasil s€suai dengan keadaan yang
benar-benar terjadi. Untuk itu manajemen bank akan berusaha mengoptimalkan
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keutungan pemakai dana- Pendapata[ bank tersebut dialokasikan berdasarkan
kepentingan asabah dan keperluan operasi benk sehari-bari.
3,2.2 Perbedaan Perbankan Konvenlional dan Perbankan Berdasrrkln
Prinsip Syariah Secara Khusus
Secara khusus perbedaan antara bank syadah dan bank konvensional dapat
dilihat dalam tabel berikut }aitu:
Tabel4. Perb.rdinean anasra Bank irh drn Bllk Konvensionrl
B.nk Svirirh
Huku'n Islam dan hukum Huku'n positif




yaitu Badan Arbitras€ Syeiah
Nasional (BASYARNAS)
Badan Arbitrase Nasional Indoncsia
(BAND
Stuktur Ada Dewan Sydiah N6ional
dan Dcwan Pensawas S!€riah
Tidak ada Dewa' syfiiah Nasional
dan D€wd Pensawas Syariah
Halal
P.insip Basi hasil, jual brli. sewa
Prcfil dan falah oriented
Hubungan
Sumber: Data Prim€r yang Diolah, Tahun 2007
Dad tab€l 4 di atas dapat dijelaskan bahwa:
1. Akad dan Aspek Legalitas
Akad mempakan perjanjiantertulis 'ang dibuat dihadapon atau dikeahui oleh
notaris dengan syarat-syarat )€ng telah dit€nnrkan oleh bank. Dalam pembuatan akad
bagi lembaga perbankan berdasarkan prinsip syariah harus mengandung asas-asas
yafix
a. Asas Ridha'iyyah (rela sama rela)
Asas Ridha'l.ya ialahbahwatransaksi ekonomi Islarn dalam bentuk apapun
yang dilalo*an perbankan dengan pihak lain terutama nasabah arus didasarkan atas
ginsip rela sama rela yang hakiki.
b. Asas Denfart
Maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah
berkenaan dengan hal-hal (obj ek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, dalam
artian bahva objek lang diperjanjikan harusjelas, tidak befientangan dengan Undang-
Undang, Keteniban Umum dan Kesusilaan.
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c. Asas Keadilan
Di mana para pihak yzng bertunsaksi @ank dan nasabah) harus berlaku dan
diperlakukan adil dalam konteks pengefiian yang luas dan konkret. Hal ini didasarkan
pada sejumlah ayat Al-Qur'an yang menj unjung tinggi keadilan dan anti-kezaliman,
terutama pengertian kezaliman dalam benn* riba s€perti )ang teFurat dalam Qur'an
S.JJ|at 57 (Al-Hadist) Ayatzs .
d. Asas saling menguntungkan
Setiap yang akan dilalorkan oleh parapihak hanx benifat memberi kermbn€an
bagi mereka. ltulah sebabnya Islampun mengharamkan trarualsi yang mengandwrg
unsur gharar (penipuan), karena hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan
pihak yang lain.
2. Lembaga Penyelesaian Setrgketa
Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbalkan syariah
terdapat sengketa./pem€lisihan antara bank dan nasabahny4 maka terhadap sengketa
tersebut erdapat altemative dalam penyelesaiannya. Para pihak yang bersengketa
dapat menyelesaikannya di pengadilan umum/dibadan arbitrase yang menj alarkan
hukum materiil berdasa*an syadah Badan a$itrase ini dimakzudkan untuk menangani
setiap permasalahan hukum yang timbul s€cam lebih efisien dan efeltifserta sejalan
dengan ilai-nilai syariah. Di Indonesia, badan a$itrase ini dikenal dengan ama Badan
Arbitrase Muamalat lndonesia (BAMUD yang didirikan pada Tahun I 993. Saat ini
sedang direncanakan pemb€ntukan Badan Arbitrase Syariah Nasional
@ASYARNAS) yang akan menggantikan kedudukan BAMT I dan dihampkan dapat
bekerj a secara efektif, sehingga permasalahan yang timbul dapat diselesaikan secara
benar dan menurut syariat-syariat Islam.
3. Struktur Organisasi
Bank syariai memiliki strullur yang sama dengan balk konvensional dalam
hal komisaris dal direki, narrrm wstr utarna yang membedakaanya adalah kebemdaan
Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bark dan prodak-
prodaknya gar sesuai dengan garis-garis yariah. Dewan Pengawas Syariah Berada
pada posisi s€tingkat Dewan Komisaris pada bank. Hal ini untuk menjarnin efektivitas
dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah yang dilakrkan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah para anggota Dewan Pergawas
Syariah tersebut rnendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah
Nasional merupalan badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secan
el.,s-ofrcio dlkenta oleh ketua urnurn Maj elis Ulama Indonesia-
Selanjutnya yang dimaksud dengan Dewan Pengawas Syariah, menurut
Peraturan Bank IndonesiaNomor: 6/24lPBI/2004 tertang Banl Umum yang
Petbandinsan Aspek Hulcun Pefioaktn Konensional dan... (ZulJi Diane Zaini) r33
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalarn Pasal I ayat (9),
adalah Dewan yang dibenhrk oleh Majelis lJlama Indonesia lang banrgas dan memiliki
kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang Foduk danjasa dalam kegiatan usalE
Bark yang melal<sanakan Kegiatan Usaha Berdasa*an Pdnsip Syariah.
Dewan Syariah Nasional didirikan berdasarkan SK MUI No. Kep.754l 1 I /
I 999, dengan empat (4) tugas pokok, yaitu:
a. Menumbuh kembangkan penerapan ilai-nilai syadah dalam kegiatan
petekonomian
b. Mengeluarkan fatwa atasj enis-jenis kegiatan keu€ngan.
c. Mengeluarkanfatwa/produkkeuangansyariah.
d- Mengawasi penerapan fahva yang telah dikelua*an.
Adapur fimgsi dari Dewan Syadah Nasional adalah:
a. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syadah agar sesuai dengan
syadah.
b. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan lembaga
keuangan syariah.
c. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan
Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syarial.
d. Memb€ri teguran kepada lembaga keuangan syariahj ila teriadi penyimpangan
dari garis panduan yang telah ditetapkan_
Menurut Pasal I ayat ( 10) Pemtuan Banl( IndonesiaNomor: 6/24,PBI/2004
tentang Bank Umum yallg Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip
Syariah yang dimaksud dengar Dewan Pengawas Sya ah adaiah dewan yang
melakukan pengawasan terhadap rirsip syariah dalarn kegiatan usaha Bank.
Dalam Pasal 27 Peratuan Bark Indonesia Nomor: 6/24,PBt2004 Tentang
Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,
mengaturtentang:
l. Tugas, wewenang dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah antara lain
meliprti:
a. Memasikan dan mengawasi kesesuaial kegiatan operasional Bark terhadap
fatwa yang dikeluarkan oleh DSN,
b. Menilai aspek syariah terhadap edoman operasional, daa produk yang
dikelua*an Bark;
c. Memberikan opini dari aspek syaiah terhadap elaksanaan operasional Bank
secara keseluruhan dalam lapomn publikasi Bank;
d. Mengkaj i produk danj asa baru yang belum ada fatwa kepada DSN;
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e. Menyampaikan lapomn hasil pengawasan syariah sekuang-kurangnia setiap
6 (enam) buah kepada Dieksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank
Indonesia"
2. Tata cala pelaporan hasil pengawasan Dewan pengawas Syariah sebagaimana
dirnaksud pada ayat ( I ) diatur lebih lanjut dalam Surat Fdaran Bank Indonesia.
4, Par.digr|ra P€nghimpunan Datra
Dalam melalarkan penghimprman dana masyara! bonk konvensional dan bank
syadah mempmyai perbedaan pamdigna yang sangat mendasar, yaitu:
a. Tujuan masyarakat menyerahkan dananya pada bank konvensional
dimaksudkan unnk menabrmg dan mengamankan dananya dari kernungkinan
hal-hal yang tidak diharapkan disamping menghampkan bunga dari dana yang
disimpan tersebut.
b. Tujuan masyarakat menyalurkan dananya pada bank syariah adalah untuk
diinvestasikan dalam berbagai pembiayaan. Apabila memperoleh laba akan
dibagi sesuai nisbah bagi hasil,sedangkan pabila menderita kerugian,rnaka
masyamkat ikut menanggung kerugian tersebut.
Selain persamaar dan perbedaa.n yang telah dipaparkan diatas, juga terdapat
keunggulan s€rta kelemahan terhadap bark konvensional dan bank berdasarkan prinsip
syariah yaitu:
l. Bank Konvensional
Bank konvensiona-l memiliki keunggulan yaitu:
a. Metode bunga telah lama dike[al oleh masyarakat, ban] konvensional lebih
mudai menarik nasabah penyimpen darn sehingga lebih mudah mendapatlan
modal.
b. DuLungai peraturan-pemtura.n da  kebij akal pernerintah yang lebih mapan
bagi bank konvensional, sehingga bark dapat bergerak lebih pasti.
Di sanping keunggulan di atas, fenomena ditutupnya bark-bark konvensional
beberapa tahun terakhir membuka kelemahan )€ng ada di bar* konvensional. Fakor
penyebab kegagalan usaha bank konvensional dalah:
a. Faktor marajemen;
b. Terjadinya Kredit bermasalah;
c. Praktik curang, seperti bank dalam bank dan ransaksi fiLrif;
d. Praktik spekulasi yang terlalu arnbisius dan tanpa perhitungarl
2. BankSyariah
Bank syariah memiliki beberapa keunggula4 antara lain s€bagai berikut:
a. Mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisien, keadilan dan
kebenamaan
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b. Tidak mudah dipengamhi gejolak moneter.
c. Terhindar dari zoney laundring, detgan adanya itikad baik dari nasabah
penyimpan dana yang tidak hanya mercai keuntungan, maka bank syariah
relatiflebih aman dari ptaktik money laundelirg yang sangat merugikan
Negara.
Selain kemggulan-keunggu.lan tersebut dialas, bank syariah memiliki bebempa
kelemahan yang dijumpai dalam praktik, antara lain sebagai beril-ut:
a. Terlalu berpmsargka baik baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa
semua orang yang terlibatjujur dan dapat dipercay4 sehingga ra\4an terhadap
itikadbu&k.
b. Metode bagi hasil memerlukan perhitungan yang rumit, terutama dalam
menghitung bagian laba na-sabah lang kecilkecil dan nilai simpaffnnya tidak
tetap. Risiko salah hitung lebih besar dari pada di bank konvensional.
c. Sumber daya manusia yang memiliki keatrlian mengenai bark syariah masih
s€dikil
Berdasa*an ketemngan-keterangan di atas dapat dilihat bahwa. yang menjadi
permasalalan antara bark konvensiona.l dan bank berdasarkan prinsip syariah adalah
bukan dari segi lembagaperbalkan melainkan dari konsep usalanya sertateknik
operasional usahanya yang menyangkutjenis-j enis perlanj ian yang digunakan dalam
kegiatan lembaga perbankan.
IV. PENUTUP
Terdapat beberapa kesamaan anrara ban| kon\ensional dan perbanlan
berdasarkan prinsip syariah selain terletak pada fungsi dan tuj uannyajuga terdapat
kesamaan terutama dalam sisi teknis penghimpunan dan4 penyaluran dana danjasa
perbankan, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digurakan, dar pe$yaratan
umrun pembiayaan.
Selain terdapat kesamaan antara bank konvensional dan perbankan
berdasarkan prinsip syariahjuga terdapat banyak perbedaan mendasar di antara
keduanya yaitu: secara umum terdapat beberapa perbedaan antara lain : Bank
konvensional (memakai metode bung4 bertuj uan proJit oriented,httbungan dengan
nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kedittJr, creator ofmone), supply,tidak
memb€daktn investasi yang halal dan hamm, tidak memiliki dcwan penga*rs syariah),
sedangkan bank berdasa*an prinsip syariah (berdasarkan mai in kemtungarl/dengan
rnetode bagi hasi|, proft/falah oriented,hibtryandengan nasabah secara kemifaar!
users ofrc1lfM&, |u]vestasi pada bidang yang halal, dan operasional harus esuai dengan
aralnn dewan pengawas syariah). Secara khusus, bahwa perbandingan antara bank
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konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah dapat dilihat dalam akad dan
asp€k legalitas yaitu, bark konvensional hanya menggunakan hukum posidfsedangkan
b€nk bedasa*an prinsip slariah menggunakan hukurn Islan dan hukwn posit'rf Dalam
penyelesaian permasalahan, bank konvensional secara umum bias menggurukan
Pengadilan umum sebagai tempat untuk penyelesaian p€rmasalalEn afau dapat secara
non litigasi dengan AltematifPenyelesaian Sengketa (ADR), dan kemudian Bank
lndonesia dapat bertindak sebagai badan pembina dan pengawas untuk memberikan
sanlci berupa sanksi administrasi dan sebagainya- Unnrk bank berdasarkan prinsip
syariah menggunakan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dan sekanng
direncanakan pembentukan Badan Arbitmse Syariah Nasional (BASYARNAS) )"ng
akan menggantikan k€dudukan BAMUI agar dapat bekerj a secara efektifsebagai
tempat untuk penyelesaian permasalahan perbar*an berdasarkan prinsip syariah.
Dalam hal menjalankan kegiatan perbankan konvensional diharapkan dapat
lebih memperhatikan prinsip-prinsip dalarn perbankan agar tidak terjadi kesalahan-
kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian suatu bank.
Dalarn lembaga perbankan berdasarkan pdnsip s,€dah dapat menjadi alterrutif
bagi masyarakat yang masih meragukan konsep bunga, sehingga tidak ada lagi
masyarakat yang merasakan sebuah kekhawatimn tenta[g adanya riba.
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